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WALIKOTA DEPOK. 

PROVINSI JAWA BARAT 

 
PERATURAN WALIKOTA DEPOK 

NOMOR 34 TAHUN 2016 

 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DEPOK 

NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN 

TATA KERJA SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA 

(SATLAK-PB) KOTA DEPOK 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA DEPOK, 

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan 

penanggulangan bencana telah ditetapkan Peraturan Walikota 

Depok Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi 

dan Tata Kerja Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana 

(Satlak-PB) Kota Depok; 

  b. bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan Standar 

Bantuan Korban Bencana di Kota Depok, Peraturan Walikota 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan 

penyesuaian; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Depok 

Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan 

Tata Kerja Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana 

(SATLAK-PB) Kota Depok; 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah 

Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia                   

Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3828); 
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  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999                                         

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851); 

  3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009  tentang Kesejahteraan 

Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009           

Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4967); 

  5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014                                          

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9                    

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008                            

tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4828);  

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008                       

tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, 

Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4829); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran 

Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Perintah 

dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara  

Republik Indonesia Nomor 4830); 

  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
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  10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008                

tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Depok Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17                  

Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan 

Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 

Nomor 17); 

  MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA DEPOK NOMOR 31 TAHUN 2010 

TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 

SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA                   

(SATLAK-PB) KOTA DEPOK. 

  Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Depok               

Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata 

Kerja Satuan Pelaksana Penaggulangan Bencana (Satlak-PB) Kota 

Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 31) diubah                             

sebagai berikut : 

  1. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai 

berikut : 

Pasal 16 

Standar bantuan korban bencana di Kota Depok adalah sebagai 

berikut: 

1.   Pemberian bantuan pertama : 

a. bantuan pangan dan sandang (Buffer Stok) diprioritaskan 

kepada korban bencana dilaksanakan secara selektif dan 

berdasarkan hasil assesment Tim; 

b. bantuan penguburan bagi korban bencana yang 

meninggal dunia sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta 

Rupiah) / orang. 

2.   Pemberian bantuan lanjutan berupa perbaikan/Rehabilitasi 

Perumahan adalah rumah yang rusak akibat Bencana 

diberikan bantuan sesuai dengan hasil Assesment dan 

penilaian/perhitungan Tim. 

 

 

  






